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ABSTRAK

Kesehatan merupakan salah satu faktor determinan dalam mencapai kesejahteraan
suatu negara, kesehatan juga merupakan hak konstitusional dimana negara
tanggungjawab dalam pelaksanaannya Salah satu upaya negara dalam peningkatan
kualitas kesehatan yaitu dengan melaksanakan program jaminan kesehatan bagi
warga negaranya mealui BPJS Kesehatan. Kepesertaan BPJS Kesehatan
mengalami penurunan yang salah satu faktornya adalah karena iuran BPJS
Kesehatan itu sendiri, sehingga banyak masyarakat yang mengalami penunggakan
saat pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Hal tersebut mengarah kepada kerugian
yang mungkin saja terjadi oleh BPJS Kesehatan. Dari peristiwa tersebut maka
upaya pemerintah dalam menangani kerugian tunggakan BPJS Kesehatan yaitu
dengan dikeluarkannya kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden
Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional.

Penelitian ini dikalsanakan dengan dasar dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor
1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa BPJS Kesehatan dilaksanakan
sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan publik. Dikeluarkannya kebijakan
tersebut merupakan sebuah permasalahan yang mungkin saja terjadi di dalam
masyarat, karena sifatnya dinilai memaksa. Hasil penelitian ini akan menjelaskan
terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan sistem iuran BPJS Kesehatan yang
kemudian menimbulan suatu kebijakan baru tentang optimalisasi jaminan
kesehatan secara nasional serta membahas terkait hubungan inkonsisten antara hak
konstitusional kesehatan melalui BPJS Kesehatan serta pelayanan publik.
Kepesertaan BPJS Kesehatan merupakan hal yang diwajibkan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, namun dalam Instruksi Presiden tersebut justru hak jaminan kesehatan yang
harus didapatkan oleh warga negara dijadikan syarat dalam mendapatkan pelayanan
publik yangmana pelayanan publik juga merupakan hak warga negara yang bersifat
konstitusional. Hal ini kemudian menimbulkan suatu inkonsisten yang didasarkan
pada pendekatan normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan serta fakta
empiris sesuai dengan kasus iuran BPJS Kesehatan.
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